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SALINAN PUTUSAN

Nomor 0684/Pdt.G/2014/PA.Kdr

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada
tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat
antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan

Swasta, tempat kediaman di, Kota Kediri, sebagai Penggugat;

melawan
TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT

Gudang Garam, tempat kediaman di, Kota Kediri sekarang tidak diketahui

tempat tinggalnya secara pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik

Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Desember

2014 telah mengajukan gugatan (Cerai Gugat), yang telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0684/Pdt.G/2014/PA.Kdr tanggal 17

Desember 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 504/10/
X/2010 tanggal 01 Oktober 2010;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda

cerai,
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3. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba’da dukhul) di rumah
orang tua Tergugat di Bujel Gang III, RT 06 RW 04, Kelurahan Bujel, Kecamatan
Mojoroto Kota Kediri;

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai
seorang anak yang bernama EKA KARLINA LARIANTI, perempuan, umur 3
tahun, sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan
rukun, namun sejak bulan Agustus 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan
karena Tergugat telah berhubungan dengan wanita idaman lain bernama WULAN
berasal dari Ngasem Kediri;

7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan
Oktober 2014 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah
tempat ranjang selama 2 bulan dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan
kewajiban sebagai suami istri;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan
merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana
layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak
tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan
perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri
perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup
lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat
mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
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PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan pengugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan
peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut

hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, yaitu tanggal
07 Januari 2015, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan
berdasarkan relaas panggilan Nomor 0684/Pdt.G/2014/PA.Kdr tanggal 23 Desember
2014, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kediri menyatakan pada pokoknya bahwa
Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti, selanjutnya Penggugat
menyatakan merubah tempat tinggal Tergugat dalam gugatannya menjadi “Jalan Bujel
Gang III, RT 06 RW 04, Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri sekarang
tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah
Republik Indonesia™;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat
hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang
lain sebagai kuasa yang mewakilinya untuk hadir di persidangan, meskipun ia telah dua
kali dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kediri
melalui radio Kaka FM Kediri;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk
bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, maka mediasi

sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan,
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kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat

bukti berupa:
A. Surat:

- Fotokopi KTP Nomor 3571024705810006 tanggal 05 Maret 2014 an. Penggugat
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Kediri (Bukti P.1), menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah
Kota Kediri;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 504/10/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010
yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri (Bukti P.2), menerangkan bahwa
Penggugat adalah isteri dari Tergugat;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan
aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah
dinazegelen;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di,
Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu
kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2010, lalu tinggal
bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa sejak 8 bulan ini, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama
bahkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya lagi;

- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, keduanya sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menjalin hubungan
dengan wanita lain bernama Wulan yang berasal dari Ngasem — Kediri;

- Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat, namun

tidak berhasil;
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2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat
kediaman di Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2010, lalu tinggal
bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa sejak 8 bulan ini, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi
bahkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya lagi;

- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, keduanya sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menjalin hubungan
dengan wanita lain bernama Wulan yang berasal dari Ngasem — Kediri;

- Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat, namun
tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-

bukti lagi;

Bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon

putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam

berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana
diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok gugatan, Majelis terlebih dahulu
akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili gugatan a
quo dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan a guo telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan bukti sah sesuai
ketentuan Pasal 165 HIR, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama
Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2, yang merupakan bukti autentik sehingga
mempunyai nilai pembuktian, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Kediri berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan gugatan ini;

Menimbang, Tergugat tidak diketahui keberadaannya, baik di dalam maupun di
luar wilayah Republik Indonesia, dan telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai
dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain
sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang
sah, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat
kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk
bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sebagaimana
dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat
memohon agar Pengadilan Agama Kediri menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan alasan antara Penggugat
dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan karenanya
dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan Pengadilan,
maka selanjutnya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal
125 ayat (1) HIR perkara ini diputus dengan verstek atau tanpa hadirnya Tergugat, hal
tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Raw ah al- alib n wa ‘Umdah al-

Muft n karya al-Nawaw (w. 676 H) juz 11 halaman 194 yang berbunyi sebagai berikut;
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.

EsUsbiiN6ao 16C06 06a6CUs CalpoUtizsi 26CAIEGI6d6ES

26CailosGas Usaoi

Artinya: “apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan,
maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta
memutus gugatan tersebut’”;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat adalah
karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka
sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134
Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang
dihadirkan oleh Penggugat, masing-masing bernama SAKSI I (ibu kandung Penggugat)
dan SAKSI IT (kakak kandung Penggugat), yang keterangannya saling bersesuaian dan
mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan
keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam
persidangan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena faktor gangguan pihak
ketiga, yaitu Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain hingga membuat
Penggugat merasa cemburu dan perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut sulit
untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan dapat rukun lagi dalam kehidupan
rumah tangga yang baik;

- bahwa sejak kurang lebih 8 bulan ini, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah,
dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling bertemu ataupun
berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan
memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam

rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di
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antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran/perselisihan dan berakhir
dengan pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang
lebih 8 bulan tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga,
sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri seakan-akan telah
putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor
379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi
dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut
telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha
mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat untuk kembali membina
rumah tangga yang baik bersama Tergugat, dan upaya perdamaian dari berbagai pihak
sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga masing-masing, dengan demikian
perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan
berikutnya;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Penggugat tidak menginginkan untuk
meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas,
Majelis berkesimpulan bahwa pokok gugatan Penggugat beralasan menurut hukum,
yaitu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan sudah tidak
ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga, dengan
demikian telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh
Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50
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Tahun 2009, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri
untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan
Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan
Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar’i serta peraturan perundang-undangan lain yang

berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 426.000,00
(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian, diputuskan di Kediri dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kediri pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2015 M bertepatan dengan
tanggal 24 Rajab 1435 H oleh kami MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. sebagai Hakim
Ketua, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOH. MUCHSIN, masing-masing sebagai Hakim

Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
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umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh AHMAD ROIJI, B.A. sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA
Ttd. Ttd.
Drs. MAFTUKIN MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.
PANITERA PENGGANT]

Ttd.
Ttd.

Drs. MOH. MUCHSIN
AHMAD ROIJI, B.A.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00|Untuk Salinan yang san
2. Biaya Proses Rp 50.000,00 Oleh Wakil
Rp 335.000,00 Panitera,
3. Biaya Panggilan
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00 Drs. H. Katim:
Rp 426.000,00
Jumlah
(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)
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